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BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTARG

FEDOMAN POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

Menimbang,

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai-

Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan
tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola
karir Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa dalam rangla menjamin pengembangan karier

Fegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
secara selaras dan seimbang antara kepentingan Pegawai
dan Orgenisasi, perlu menetapkan pedoman pola karler

Pegawai Negeri Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupalti Kolaka Timur tentang Pedoman Fola Karier Pegawai
Negeri 8ipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka

Timur,

. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Doerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
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Permmbentultan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {lLembaran
Negara Republik Indeonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
G34);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
{Lembaran Negara Republik Indoncsin Tahun 2013 Nomor
23, Tambahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4011

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permnerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran MNegare
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); -

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminiatrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repuldik Indonesia Tehun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indor.esia Nomor 5601];

Perataran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuargan Deaerah {Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2005 Nemer 140, Tamhbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemcrinteh Nomer 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan. J.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Talam Negeri Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 83}, sebagaimuna
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomer 1 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Fengelolaan Keuangan Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten* Kolalka Timur Tahun 2016
Nomer 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kclaka “{mur Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produlk Hukum Daerah
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Tirnur Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pemkentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daersh Kabupaten
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21),

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATL XKOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN

POLA KARIR PREGAWAL NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
FEMERINTAH KABUPATEN XOLAKA TIMUR.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Keolaka Timur

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otoriomi dan fugas pembantuan dengan prinsip
otonom{ seluas-luasnya dalam sistemn dan prinsip Negara
dan tugas pembantuan dengen prinsip Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republilc Indonesia Tahun 1945,

3. Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintah Daerali yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom. '

Bupati adalah Bupati Kolaka Timur

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur
Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah
perangkat Daerah vang mempunyai tugas, pokok dan fungsi
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian
di lingleungan pemerintah kabupaten Kolaka Timur.

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia yarg selanjutnya disebut Kepala BRKPSDM
adalah Kcpala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia kabupaten Kolaka Timur.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten ya_ﬁg
selaujutnya disebut Pejabat pembina Kepegawaian adalah
Bupati.

10. Pegawai Nepgeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil kabupaten Kolaka Timur
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingleat ASN
adalah profesi bagi Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjlan Xerja yang bekern pada
instansi pemerintah.

Pangkat adalah keduduxan yang menunjukkan tingkat
seorang PN3 berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar
penggajian.

Karivr adalah pengembangan individu pegawai dalam
Jjenjeng/panglat yang dapat dicapai selama pengabdiannya
sebagai PNS. __—

FPola kartr PNS yang selanjntrva disebut Pola Karir adalah
pola pembinaan  PNS  yang menggambarkan  alur
pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan
kegerasian antara jabatan, pangkat, pendidiken dan
pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang
FNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai
dengan pensijun.

Alur Pengembangan karier vang selanjutnva disebut alur
karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal,
horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak
pengangwatan pertama dalam jabstan sampal dengan
jabatan tertinggi,

Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan
kebutuhen tenaga PNS secara kuali*atif sesuai dengan
persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapﬁt
mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai
karier setinggi-tingpinva didalam organisasi.

Assessment center atau ujl kompetensi adalah suatu proses
untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu
kompetensi, berdasarkan bukti-bukt untuk memperoleh
informas! kemampuan yang diperiukan sebagai prasyarat
menduduki suaty jabatan tertentu,

Pembinaan karier adalal pembinaan yang perlu dan harus
dilakulkan agar karier PNS  jelas dan dapat
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pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan
kompetensi serta  pengalaman  kerja PNS  sejak
pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan
pensiun.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahtian, kecakapan dan
sikap perilaku yvang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
jabatannya.

I'restasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai o.eh setiap
FNS pada satuan organisasi sesual dengan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja.

Kompetensi manajerial adalah soft competency vyang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Slandar kompelensi manajerial merupakan persyaratan
kompetensi mangjerial minimal vang harus dimiliki scoranyg
PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

Jabatan adalah suetu kedudukan vyang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan organisasi Negara,

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan
tingdi yang setara dengan jabatan eselon .

Jabatan Administrasi adalali sekelompok jabatan yang
herisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan pubiik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Jabatan Administrztor adalah jabatan yang memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi
vang setara dengan jabatan aselon [EH.

Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan
pelaksanaan  kegiatan  yang diakuksn oleh pejabat
pelaksana etau setara dengen jabatan caclon IV.

Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan
kegiaran pelayanan publik dan administrasi pemerintabhan
serta pembangunan yang dilakukan oleh pegjabat setara

jabatan eselon V atau fungsional umum.
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lungsivnal vang berdasarkan pada.  keahlian dan
keterampilan tertentu

Eselon acalah tingkat jabatan *~ struktural vyang
menunjukkan tingkat kedudukan seorang PNS dalam
susunan organisasi.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secrang PNS dalam rangka memimpin suatu  satuan
organisasi Negara.

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang
diperlukan oleh suatu organisasi Negara asgar mampu
melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
Pengangkaran jabatan adalah penetspan dalam Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi
jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok
maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan
Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama.

Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat vang mempunyai
kewenangan melaksanakan Proses pengangkatan,
perpindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap sasaran kerja pegawai den perilaku kerja PNS.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk rnenjamin
kepastian arah pengembangan karier PNS kabupaten
Kolaka Timur, mulai dari Karier terendah hingga karier

tertingei sesuai dengzan komnetensi dsm nreotael  one
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(2] Tujuan peraturan Bupati ini adalah :

(2)

(1)

8. Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada FNS:;
b. Menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan
kebutuhan Pemerintah Daerah;
¢. Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
Mendorong peningkatan pmfcsiﬂnlalitas PNS; dan
e. Menciptakan iklim kerja vang kondusii dan transparan.

BAB IIT
JENIS DAN UNSUR POLA KARIER

Bapian Kesata
Jenis Pold Karier
Pasal 3

Pola karier terdiri dari pola karier secara instansional den
antar instansional

Pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuail  dengan -kebufuhan Pemerintah Daerah yang

terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua
Unsur Pola Karier
Pasal 4

Unsur-unsur Pola karier adalah sebagai herilt -
4. Pendidikan Formal;

Pendidikan dan pelatihan jabatar.:

Usia

o T

Maga kerja;
Pangkat/golongan ruang;
Tinglkat jabatan;
Pengalaman jabatan,

T o oa

Peniilaian prestasi kerja; dan
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Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
Pendidikan dan pelathan jabatan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan
Jabatan, ‘
Usia sebagaimuna dimaksud pada ayat (1} huruf e,
berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja vang
dimililsi dalam pengembangan karier seorang PNS.

Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
diperhitungkan antara selisih usia saat di anglkat dalam
suatu jabatan setingkat lebih tinggl dengan usia saat di
angkat dalam jabatan sebelumnya.

Dikecualikan dari ayat (5] Dbagi pengangkatan PNS
dalam jabatan setingkat lebih tingei untuk pertama kali.
Pangkat/polongan ruyang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, berkaitan dengan jabatan yang diduduld
dan/atau pendidikan formal yang dimililki.

Tingkat jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf f, merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai
Aengan jenjang fabatan yang tertingg.

Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf g, di utamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas
Jabatan yang akan diduduki.

Penilaian prestasi kerja sabagaimaﬁa yvang dimaksud (1)
huruf h, dilakukan terhadap seorang PNS setiap i (satu)
tahun sekali.

Kompetensl jabatan sebagaimane dimaksud pada ayat (1}
huruf i, ditetapkar pada setiap jabatan melalui uji
Kompctensi.

Ujl kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dapat
dilakulean  oleh  assesor internal pemcrintah  atau

bekejasama dengan assesor independen.
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BAE 1V
FEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIER

Bagian Kesatn

Pembhbiaan liarier

Pasal 5

(1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak penganglkatan
seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti,

(2] Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada avat {1)
didasarkan kepada pertimbangan pengembangan karier dan
prestasi kerja,

(3] Pengembangan karier sebagaimana dimeksud pada ayat {2)
dilaicukanr untuk memenuhi kebutuhan PNS secara
kualitatif sesual dengan persyaratan jabatan vang
ditentukan.,

(4] Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) antara lain:

a. Pengembangan kompetensi tekrnis;
. Pengembangan kompetensi :-nané.j erial;

¢c. Pengembangan kompetensi sosio kultural;

Bagian Kedua

Beniulk FPola Karier

Pasal 6
Hentuk pola karier adalah sebagaj berikut :

a. Horizoutal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi
jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu
kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan
ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu
kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional alau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; '

c. Diagonal, yaitu perpindshan jabatan dari satu posisi
jabatan ke posisi jabatan lain antar kelompok Jabatan
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Administrasi, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.

BAB Y
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Pasa® 7
PNS yang akan diangkat, dipindahkan atau diberhentikan
daiam jabatan strukiural dapat dilakukan penilaian
kompetensi.
PNS yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih
tinggl harus dilakukan penilaian kompetensi.
Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain : h
4. Kompetensi teknis vang di ukur dari tinglkat dan
spesialisasi diklat teknis fungsional. serta pengalaman
bekerja secara teknis;
b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat
struktural/mangjerial, dan pengalaman kepemimpinan:
c. Kompetensi sosio kultural yang di ukur dari pengalaman
kerja berkaitan dengan masyarakat majermuk dalamn hal
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan

ktebangsaan.

Pasal 8

Penilaian Prestasi Kerja dilaksanalean secuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

(1)

BAB VI
POLA KARI=ZR DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Jabadatan ASN
Fasal §

Jabatan ASN pads Pemerintah Daerah terdiri atas :
a. Jabatan Administrasi;

1~ Teahmdman THaa— —_2_ .. _1
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(2} Japatan Adiministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas ;
a. Jabatan Administrator;
b. Jabatan Pengawas; dan
¢, Jabatan Pelaksana.

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}
huruf b, terdiri atas :
&, Jabatan Fungsionel Keahlig:1; dan
. Jabatan Fungsional Keterampilan.

(4) Jabatan Pimpinan tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, adalak Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Pasal 10

Setiap jabatun sebagaimana dimaksud dalam Pasal ©
ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang
dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedus
PERSYARATAN JABATAN ADMINISTRASI

Pagal 11
(1) Persyaratan Jabatan Administrator sebagaimana dimalisud

dalam pasal 9 ayat (2) huruf a, setara jabatan struktural

Eselon IIT A meliputi :

a. Berstatus PNS;

b. Tingkat pendidikan paling rendah Sarfana (3.1) atau
Diploma IV (D.IV};

¢. Memiliki integritas dan moral yang baik;
Bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan
struktural eselon III B memiliki pengaigman pada
jabatan paling kurang selama 2 {dua) Tahun;

e. Bagi pemengku jabatan administrator serta jabatan

struktural eselon Il B diutamakan paling sedikit pernah
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menduduki 2 {dua) jabatan administrator setara jabatan
strukturai egelon Il B yang berheda;

Bagi pemangku jabatan - f'uﬂgainnal paling rendah
memiliki pangkat Pembina golongan ruang [V/a dengan
masa kerja golongan paling kurang selama 2 {dua) tahun
dan sesuaf dengan bidang tugas;

Penilajun prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 2 [dna) tabun terakhir;

Bagi pemangku jabatan administrator serta jabatan
stritktural eselon IIi B diutamakan telah mengikuti dan
lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat
Il atau setara;

Meiniliki Kompetensi Jabatan yang diperiukan;

Sehat jasmani dan rohani; dan

Persyaratan lain yang diperlukan.

Persyaratan jabatan administrator sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat {2} huruf g, setara fabatan strulkturai
Eselon [1I B meliputi ;

a.
[

Berstatus PNS:

Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (3.1} atau
Diploma IV [D.IV);

Memiliki integritas dan moral yang bail;

EBagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan
struktiral eselon IV A memiliki pengalaman pada
jabatan paling kurang selama 3 (tiga} tahun;

Bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan
struktural eselon IV A diutemakan paling sedikit pernah
menduduli 2 (dua) jabatan pengawas sectara jabatan
struktural eselon IV A yang berbeda;

Bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah
memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III /d
dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2
(dua) *ahun dan sesnai dengan bidang tugas:

Penilaiari prestasi kerja paling kurang nernilsi baik
dalam 2 [dua) tahun terakhir:
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Pendidikan dan Pelatthan Kepemimpinan Tingkat 1V
atau setara;

Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan,

Sehat jasmani dan rohani;

Persyaratan lain vang diperlukar.

Pasal 12

(1) Persyaratan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat {2} huruf b, setara jabatan struktural
Eselon [V A meliputi ;

a.
b.

Berstatus PNS;

Tingkat pendidikan dintammakan paling rendah Diploma
IIE (D.110)

Memiliki integritas dan meoral yang baik;

Bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan
struktural Eselon IV B atau pelaksana setara jabatan
struktural Eselon V A memiliki pengalaman pada
jabatan paling kurang 2 {(dua} tahun;

Bagl pemangk: jabatan pelaksana setara fungsional
umum memiliki pangkat paling rendah Penata Muda
Tingkat 1 golongan ruang IlII/bL dengan masa kerja
golongan paling kurang selamma 2 (dua) ta®iun;

Bagli pemangku jabaten fungsional paling rendah
memiliki pangkat Penata golongan ruang il/c dengan
masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun
dan sesual dengan bidang tugas;

Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling
singkat 4 {(empat) tahun atau JF yang setingkat dengan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan hidang tugas Jabatan
yang akan didudulki;

Penilaian prestas! kerja paling kurang bernilal baik
dalarm 2 (dua) tahun teralchir;

Memiliki kornpetensi jabatan yaug diperlukan;

Sehat jasmani dan rehani; dan

Persyaratan lain yang diperlukan.
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(2) Persyaratan jabatan pengawas sebagaimana dimalksud

dalam Pasal 9 ayat (2} huruf b, setara jabalan siruklural

Eselon IV B meliput? :

.

b,

Berstatus PNS;

Tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diplomea
[T {D.11):

Memilili intcgritas dan moral yang haik;

Bagi pemangku iabatan pelaksana setara jabatan
struktural Eselon V A memilikd pengalaman pada
jabatan paling kurang 2 (dua] tahumn;

Bagi pemangku jasbatsn pelaksana setara fungsionat
umum paling rendah memilildi panglkat Penata Muda
Tingkat [ golongan ruang /L dengan masa kerja
golongan paling kurang selama 2 (dua) tabhun;

Bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah
memiliki panglkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang
/b dengan masa kerja golongan paling kurang selamna
2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas,

Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling
singkat 4 [empat] tahun atau JF yang setingkat dengan
Jabatan pelaxksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan
vang akan diduduki;

Penilaian prestasi keria paling kurang bernilai haik
dalam 2 [dua) tahun terakhir;

Memiliki kompetensi jabatan vang diperlukan;

Sehat jasmani dan rohant; dan

Persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL XEAHLIAN
Pasal 13

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keahlian

sebagaimana dimalsud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a,

meliputi:

4. Berstatus PN3S;
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Sechat jasmani dan rehani;

Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau
Diploma IV (D.IV) sesual kualifikasi pendidikan yang
ditentukan;

Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai bailk dalam 1
{satu)] tahun terakhir; dan

Persyaratan lain vang dipertukan.

Pasal 14

Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian

meliputi :

4. Berstatus PNS;

2. Memiliki integritas dan moral yang bajk;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Tingkat pendidilan paling rendah Sarjana (8.1) atau
Diploma IV (D.IV] sesuai Lualifikasi pendidikar vang
ditentukan;

e. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
([dua) tahun teralkhir;

f.  Usia paling tinggi :

1] 50 {lima Pulub) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahl
Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya,
2; 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsionzl
Ahli Utama.
g Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan: dan
h. Persyaratan lain yang diperlukan.

Passal 15

Persyaratan penyesuaian {inpesing) jubatan fungsional keahlian

melipuii :

a.
k.

Seratatus PNS;
Merniliki integritas dan moral yang baik;
Sehat jasmani dan rohani:

Timolsat madidilran maline remclnly Qe T8 11 mdna. M Ta
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¢. FPenilaian prestasi kerja paling kurang hernilai baik dalam 2
{dua) tahun terakhir:
f.  Usia paling tinggf |
1; 33 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli
Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya;,
2) 57 {lima puluh tujuh) tahun untuk Pejabat Ahli Utama,
Memiliki kempetensi jabatan yang diperlukan; dan

S

h. Persyaratan lain yang diperiukan.

Bagian Keempat
PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

Pasal 16
Persyaratan  pengangkatan pertama  jabatan  fungsional
keterampilan sebagaimana dimalesud dalam Pasal 9 ayat (3)
huruf b meliputi ; .
a. DBerstatus PNS:
b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
¢. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai
kualifikasi pendidilcan vang ditentukan;
€. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
Penilaian prestasi kerja paling kurang bemnilai baik dalam 1
(satu) tahun teralchir; dan
g FPersvaratan lain vang diperlukan.

Pasal 17
Persyaratan  perpindahan dalam  jabatan  fungsionai
keterampilan meliputi ;
a. Berstatus PNS;
b. Memiliki integritas dan moral yang bails;
c. Sehat jasmani dan rohani;
Tingkat pendidikan paling rendah Sarjana, SLTA atau
sesuai kualifikasi pendidilan yang ditentukan;
. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
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g Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan: dan
hi. Persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 18
Persyaratan penyesuaian [inpassing) jabatan fungsional
keteranipilan meliputi ;
8. Berstatus PNSG;
b, Memiliki intcgritas dan moral yang baik;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Tingkat pendidikan paling nendah SLTA atau sesuai
kualifikasi pendidikan yang dilentukan;
€. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
[dua) tahun terakhir;
f. Usiz paling tingg :
11 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional
Pemula, Terampil dan Mahir;
2} 57 {lima puluh wjuh) tahun untuk Pejabat Fungsional
Fenyelia.
g. Memiliki kompctensi jabatan yang diperlukan; dan
hi. Persyaratan lain vang diperlukan.

Bagian Kelima
PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 19
Persyaratan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama
digtur dalam peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabalan

Pasal 20

(1) Pengangkatan  dalam  jabatan  dilakukan dengan

e arei fwrelmdaleman P a0 o3
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Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 21
CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah

sesual dengan formasi yang ditetapkan untuk yang

hersangkutan,
PNS yang telah memenuhi syarat diangkat renjadi PNS
sesuai cCengan formasi yang ditetapkan untuk yang
bersanglkutan,

Pasal 22
Karier awal PNS dilakukan melalui penganghkatan pertama
dalam jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional.
Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesual dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 23
PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar jabatan
administrasi dan jabatan fungsional ketcrampilan atau
keahlian sepanjang memenuhi persyaratan.
PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan
fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam
jabatan pimpinan finggl pratama sepanjang memenuhi

persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua
Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 24
Masing-masing Perangkat Daergh menyusun perencanaan
perpindahan dalam jabatan setiap tahun.
Perencanaan perpindahan dalam jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} diusulkan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian melaiui BEFSDM.
Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan derngan

memnerhatikan formasi. svarat iabatan dan unsur-unsur
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pola karier scbagaimana dirmnaksud dalam pasal 6 dan
prinsip larangan benturan kepentingai.

(4} Perpindahan PNS dalam jabatan diretapkan cleh Pejabat
FPembina kepegawaizn sesual dengan peraturan perundang-

Lhdangan,

Pasal 25

(1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara
horizontal, vertikal maupun diagonal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6§ dalam 1 (satu) Perangkal Daerah
atau antar Perangkat Daerah.

(2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkar dengan
jabatan teralkhir,

[3) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pédda
ayvat [1) dilakukan dalam waktu paling kurang 2 {dua)
sampal dengan 5 (lima) tahun sejak sesecrang dianghkat

dalam jabatan.

Pasal 26
PN3 yang memasuki bDatas usia pensiun 1 (satu) tahun atau
kurang dari 1 (satu) tahun tidalt dapat dilakukan perpindahan

dalam jabatan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Fasal 27
Pemberhientian PNS dari jabatan ditetapkan oleh Pejabat
Pcmbina kepegawalan scsual dengan Peraturar perundang-

undangar.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasgal 28

{1) Dikecualilcarn dari  ketentuan tingkat pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, bagi

i T LI .. H— . . . - L] a1 1 - =04



-21-

(2) Dikecualikan  dari  ketentuan  tingkat pendidikan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2] dan ayat (3],
dan Pasal 25 bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan
karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman

disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan crganisasi

dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

BAB IX
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan,
Apar setiap OTang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kabupaten XKolaka 'i‘imur.

Ditetapkan di Tirawuta
. — Padataunggal T MLV 2020
—\-‘\\

¥

Ditndangkan di Tirawuta
Pada tanggal T Juvy 2020
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